Sekda HSS buka diskusi percepatan penyerapan DAK dan dana desa
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Pembukaan Focus Group Discussion kerjasama BPKPD Hulu Sungai Selatan (HSS) dan
KPPN Barabai, di Kandangan, HSS, Kalimantan Selatan, Senin (20/5/2024). (Antara/HO-
Diskominfo HSS)

Membicarakan kendala apa yang dihadapi, dalam penyerapan DAK dan DD,

Sumber gambar :
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Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel)
membuka diskusi terkait upaya percepatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa
(DD) 2024.

Diskusi ini digelar di aula "Sehati" oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
(BPKPD) HSS dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) bekerja sama dengan Kantor
Pelayanan Perbendaraan Negara(KKPN) Barabai.

"Diskusi kita penting membicarakan kendala apa yang dihadapi, dalam penyerapan DAK dan
DD ini agar kita bisa mengatasi dan mencari solusi dengan cepat,” kata Kepala KPPN
Barabai Mochtar Salim, di Kandangan, Senin.
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Hal ini, menurut dia juga dalam upaya merealisasikan apa yang diinginkan oleh pemerintah
pusat, tentang percepatan daya serap keuangan.

Pihaknya dari KPPN Barabai juga dalam waktu dekat meminta kesediaan audiensi dengan
kepala daerah, termasuk di Kabupaten HSS.

Sekda HSS M. Noor mengatakan KPPN Barabai begitu memperhatikan masalah penyerapan
keuangan dan transfer daerah, termasuk di HSS.

"Kegiatan diskusi ini bagus sekali kita ikuti, sehingga bisa tahu bagaimana cara mempercepat
dana transfer keuangan daerah, khususnya DAK dan DD, dan saya sendiri akan mengikuti
sampai selesai," terangnya.

Berkenaan dengan keinginan pihak KPPN Barabai beraudiensi dengan kepala daerah,
pihaknya menyambut baik dan mengharapkan pihak BPPKD untuk mempersiapkannya.
Adapun para peserta dalam kegiatan ini merupakan para pengelola keuangan di masing-
masing satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten HSS.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Inspektur Kabupaten Balangan, Urai Nur Iskandar, mengatakan kegiatan ini merupakan
pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan eksternal terhadap desa khususnya dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jadi maksud kegiatan ini dalam rangka untuk lebih menggiatkan pembinaan dan
pengawasan pada pemerintah desa, dari Inspektorat kepada desa, agar pemerintah desa lebih
meningkatkan perhatiannya terhadap kehati-hatian dalam penyelenggaraan pemerintah
desa,” katanya.

Utamanya dalam penggunaan dana desa, Urai berharap agar tidak ada terjadi penyimpangan-
penyimpangan dan meminta kepada kepala desa untuk sesering mungkin berkonsultasi ke
Inspektorat maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

“Jadi kita mencoba untuk memutakhirkan data sekaligus memonitoring dan mengevaluasi
bagaimana upaya desa dalam rangka untuk menindak lanjuti hasil temuan dari pemeriksaan
BPK supaya hasil temuan itu bisa ditindak lanjuti segera,” imbuhnya.

Mantan Kadis PMD setempat itu menyebut, hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini diharapkan dapat mencegah kerugian keuangan negara.

Sumber berita

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/415353/sekda-hss-buka-diskusi-percepatan-
penyerapan-dak-dan-dana-desa

2. https://kalimantanpost.com/2024/04/inspektorat-balangan-monitoring-dan-edukasi-
dana-desa/

Catatan Berita UIDIH Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan / suryo hadi 2


https://kalsel.antaranews.com/berita/415353/sekda-hss-buka-diskusi-percepatan-penyerapan-dak-dan-dana-desa
https://kalsel.antaranews.com/berita/415353/sekda-hss-buka-diskusi-percepatan-penyerapan-dak-dan-dana-desa
https://kalimantanpost.com/2024/04/inspektorat-balangan-monitoring-dan-edukasi-dana-desa/
https://kalimantanpost.com/2024/04/inspektorat-balangan-monitoring-dan-edukasi-dana-desa/

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara® dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 20232.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa
adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana
Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3)
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4)
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat; dan

! https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016

2 https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf
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6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7
Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut
dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1)
Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2)
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan
Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7
Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7
Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. pemenuhan kebutuhan dasar;

b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;

c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan

d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7
Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
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d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan
dan kawasan kumuh
c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa
bagi desa yang belum dialiri listrik
d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan,
pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui
pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi
dan komunikasi
f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas
sumber daya manusia masyarakat desa
g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan
masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa
h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan
bencana alam dan nonalam
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan
usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh
badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
c. pengembangan Desa wisata
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
a. pemanfaatan energi terbarukan
b. pengelolaan lingkungan Desa
c. pelestarian sumber daya alam Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
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d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan pembangunan desa
a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi
data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat Desa
. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik
alternatif di Desa
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat
Desa
b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan
usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh
badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
4. Pengembangan seni budaya lokal
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana
alam dan nonalam
a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi
tanggap darurat bencana alam
b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi
tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7
Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan
metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).
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